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Abstract: This study examines the normative gap in the protection of employment rights of 

Government Employees with Work Agreements (PPPK) in divorce disputes following the 

enactment of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. This research 

employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches 

to analyze the scope of legal protection afforded to PPPK as well as the juridical implications 

arising from such normative gaps. The findings indicate that legal protection for PPPK in 

divorce disputes has not been explicitly regulated under the ASN Law of 2023 nor its 

implementing regulations. This condition results in the absence of legal certainty regarding 

administrative procedures, authorization requirements, and the protection of employment 

rights affected by divorce. The normative gap consequently leads to legal uncertainty 

(rechtsonzekerheid), divergent interpretations among institutions, and the potential for 

discriminatory treatment against PPPK. 
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Abstrak: Penelitian ini mengkaji kekosongan norma perlindungan hak kepegawaian Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sengketa perceraian pasca berlakunya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, 

dan analitis untuk menelaah ruang lingkup perlindungan hukum PPPK serta implikasi yuridis 

dari kekosongan norma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum 

bagi PPPK dalam sengketa perceraian belum diatur secara eksplisit dalam UU ASN 2023 

maupun peraturan turunannya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian mengenai 

prosedur administratif, kewajiban izin, serta perlindungan hak kepegawaian yang terdampak 

perceraian. Kekosongan norma tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid), perbedaan interpretasi antar instansi, serta potensi perlakuan diskriminatif 

terhadap PPPK. 
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PENDAHULUAN 

Sistem kepegawaian khususnya bagi aparatur sipil negara (selanjutnya disebut ASN) 

mengalami transformasi yang mendasar sejak dimulainya reformasi birokrasi pada akhir tahun 

1990-an, kemudian dipercepat sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, dan 

perubahan yang terbaru Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(selanjutnya disebut UU ASN 2023) yang mencabut regulasi sebelumnya. Regulasi ini sebagai 

wujud negara guna mewujudkan sistem birokrasi yang profesional, adaptif, dan berkeadilan. 

(Assegaf, Y. S., & Nugroho, W. C. 2026) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan 

regulasi terbaru yang memuat peraturan mengenai hak, kewajiban, serta fungsi aparatur negara 

di Indonesia. Ketentuan ini menghadirkan perubahan signifikan dalam tata kelola 

kepegawaian, baik bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) maupun Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut PPPK). Dalam Pasal 5 UU ASN 2023 

ditegaskan bahwa ASN terdiri atas dua kategori, yaitu PNS dan PPPK. PNS, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 3, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan 

tertentu dan diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mengisi jabatan 

pemerintahan. Sementara itu, PPPK berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ASN 2023 jo. Pasal 1 

angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 adalah warga negara Indonesia yang 

diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas 

pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 

Selain mengatur klasifikasi ASN, undang-undang ini juga memuat sejumlah substansi 

strategis, seperti penguatan sistem merit, perencanaan kebutuhan aparatur, peningkatan 

kesejahteraan pegawai, penataan tenaga non-ASN, serta penerapan digitalisasi dalam 

manajemen kepegawaian. Meskipun PPPK secara yuridis diakui sebagai bagian dari ASN, 

karakter hubungan kerjanya yang berbasis kontrak menimbulkan perbedaan mendasar 

dibandingkan dengan PNS, khususnya dalam status kepegawaian dan jaminan hak. PPPK 

bekerja berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak memiliki 

jaminan keberlanjutan kerja seperti halnya PNS yang berstatus tetap hingga masa pensiun. 

(Sihombing, E. N., & Sihombing, M. A. A. 2024) Kondisi demikian menciptakan dualisme 

kepentingan pemerintah, di mana di satu sisi negara mengakui kebebasan PPPK untuk 

menyepakati hak dan kewajiban melalui perjanjian kerja, namun di sisi lain PPPK tetap terikat 

pada ketentuan kepegawaian yang sesungguhnya dibentuk untuk PNS. (Putra, et al, 2025) 

Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan yang seharusnya berlaku bagi PPPK justru masih 

mengacu secara mutatis mutandis pada aturan yang diperuntukkan bagi PNS, (Qomarani, 

Legina Nadhila. 2020) sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) 

dan ketidakpastian dalam penerapannya. Karakter hubungan kerja PPPK yang bersifat 

kontraktual (PKWT) ini memiliki implikasi yuridis yang berbeda dengan PNS dalam konteks 

sengketa perceraian. Dalam hubungan keperdataan berdasarkan perjanjian kerja, hak-hak 

PPPK yang terdampak perceraian, seperti tunjangan keluarga, fasilitas kepegawaian, dan 

administrasi status perkawinan tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengacu pada 

rezim PNS yang dibangun di atas hubungan hukum publik yang bersifat penetapan 

(beschikking). (Sihombing, et al, 2024) 

Perceraian merupakan peristiwa hukum dalam ranah hukum keluarga yang memiliki 

implikasi luas, tidak hanya terhadap hubungan personal, tetapi juga terhadap aspek ekonomi 

dan administratif, termasuk hak kepegawaian. (Rizqullah, M. S., & Fida, I. A. 2022) Dalam 

konteks ASN, khususnya PNS, telah terdapat pengaturan yang relatif jelas mengenai 

konsekuensi perceraian, seperti pembagian gaji dan tunjangan keluarga yang diatur dalam 

berbagai peraturan pemerintah. Namun demikian, pengaturan serupa belum secara tegas diatur 

bagi PPPK dalam kerangka UU ASN Tahun 2023 maupun peraturan turunannya. 
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Perceraian merupakan peristiwa hukum dalam ranah hukum keluarga yang memiliki 

implikasi luas, tidak hanya terhadap hubungan personal, tetapi juga terhadap aspek ekonomi 

dan administratif, termasuk hak kepegawaian. (Rizqullah, M. S., & Fida, I. A. 2022) Dalam 

konteks ASN, khususnya PNS, telah terdapat pengaturan yang relatif jelas mengenai 

konsekuensi perceraian, seperti pembagian gaji dan tunjangan keluarga yang diatur dalam 

berbagai peraturan pemerintah. Namun demikian, pengaturan serupa belum secara tegas diatur 

bagi PPPK dalam kerangka UU ASN Tahun 2023 maupun peraturan turunannya. Menurut data 

Badan Pusat Statistik , jumlah angka perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab 

perceraian di Indonesia selama tahun 2025 mencapai 438.168 angka perkara.  

 
Tabel 1. Jumlah Perceraian di Indonesia dan Faktor Penyebab Perceraian 

Maraknya fenomena gugat cerai di Indonesia, khususnya di kalangan PNS atau PPPK 

mengundang banyak keprihatinan. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus 

perceraian di kalangan PPPK, khususnya setelah mereka memperoleh status kepegawaian. (A. 

Khumaedi Ja'far, 2020) Meskipun data khusus perceraian PPPK secara nasional belum tersedia 

dalam satu dokumen terpadu, tingginya angka perceraian di kalangan aparatur negara secara 

umum, sebagaimana tercermin dalam data BPS mengindikasikan bahwa isu perceraian bukan 

sekadar persoalan personal, melainkan juga berdimensi administratif dan kepegawaian yang 

memerlukan regulasi yang jelas. (Remaja, I. Nyoman Gede. 2023) Data menunjukkan adanya 

tren kenaikan kasus perceraian pada PPPK, khususnya setelah mereka memperoleh status 

sebagai aparatur negara. (Ja'far, A. K., 2020) Peningkatan gugatan perceraian di kalangan 

PPPK ini tidak sepenuhnya selaras dengan keberadaan regulasi yang jelas, mengingat aturan 

mengenai perceraian bagi PPPK belum diatur secara spesifik dan rinci sebagaimana pada PNS.  

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PPPK dalam sistem 

kepegawaian di Indonesia. Di sisi lain, faktor ekonomi dan kemandirian finansial PPPK sering 

menjadi pemicu terjadinya gugatan perceraian, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai 

tingginya angka perceraian di tengah kekosongan pengaturan hukum tersebut. (Lamadokend, 

J. S. 2024) Walaupun PPPK secara formal merupakan bagian dari ASN, ketentuan terkait 
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perceraian bagi PPPK belum diatur secara komprehensif sebagaimana halnya pada PNS. UU 

ASN 2023 beserta peraturan turunannya belum memberikan pengaturan khusus mengenai hal 

ini, sehingga memperkuat adanya ketidakpastian hukum bagi PPPK. 

Di sisi lain, instrumen yang secara khusus mengatur perkawinan dan perceraian 

aparatur negara masih bertumpu pada Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disebut PP) 

Nomor 45 Tahun 1990 yang secara eksplisit ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil, bukan PPPK. 

Situasi ini menunjukkan adanya celah normatif yakni PPPK diakui sebagai bagian dari ASN, 

tetapi belum memperoleh kejelasan mekanisme administratif, batas kewenangan pejabat 

pembina kepegawaian, maupun bentuk perlindungan hak kepegawaiannya ketika berhadapan 

dengan proses perceraian. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan sekadar absennya 

aturan teknis, melainkan juga adanya disharmoni antara perluasan subjek ASN dalam UU ASN 

baru dengan keterbatasan cakupan norma turunan yang masih berorientasi pada PNS. 

Berbeda dari penelitian Karina (2022) yang berfokus pada perlindungan hukum PPPK 

secara umum, dan penelitian Arfiani (2015) yang menganalisis status hukum PPPK 

berdasarkan UU ASN 2014, penelitian ini secara spesifik mengkaji kekosongan norma 

perceraian PPPK dalam kerangka UU ASN terbaru. (Handini, W.P., & Risdiarto, D. 2020) 

Menurut penelitian sebelumnya oleh Aisyah Dinda Karina menegaskan bahwa perlindungan 

hukum terhadap PPPK belum diberikan secara penuh, bahkan perjanjian kerja sebagai dasar 

hubungan hukum PPPK dengan pemerintah belum diatur secara memadai dalam kerangka 

normatif yang ada. (Karina, A. D. 2022) Selaras dengan hal tersebut, penelitian sebelumnya 

oleh Ince Nuraffa Arfiani menunjukkan bahwa isu status hukum dan perlindungan hukum 

PPPK merupakan problem mendasar dalam konstruksi ASN karena pengaturan yang ada masih 

menyisakan ruang multitafsir. (Arfiani, I. N. 2015)  Oleh sebab itu, pengkajian terhadap hak 

kepegawaian PPPK dalam sengketa perceraian menjadi penting untuk memastikan bahwa 

perubahan rezim ASN tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga menjamin 

perlindungan hukum yang operasional dan dapat diterapkan bagi PPPK agar memiliki 

kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk 

menjawab dua permasalahan utama, yaitu bagaimana perlindungan hak kepegawaian bagi 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sengketa perceraian pasca 

berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta 

bagaimana implikasi yuridis dari kekosongan norma terhadap kepastian hukum dan 

perlindungan hak PPPK dalam sengketa perceraian. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian 

hukum yang berfokus pada penelaahan terhadap norma dan prinsip hukum yang tertuang dalam 

peraturan perundang-undangan. (Rizkia, N. D., dan H. Fardiansyah, 2023) Metode ini selaras 

dengan karakter penelitian yang dilakukan, mengingat terdapat permasalahan berupa 

kekosongan norma hukum (blanco norm of law) dalam pengaturan perceraian bagi PPPK 

dalam UU ASN 2023 beserta peraturan turunannya. Kekosongan norma tersebut terlihat dari 

tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai prosedur perceraian PPPK, 

berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki pengaturan yang jelas melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid) serta membuka ruang terjadinya perbedaan interpretasi di kalangan 

praktisi dan penegak hukum terkait kedudukan dan kewajiban PPPK dalam proses perceraian, 

sehingga berdampak pada belum terpenuhinya prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan 

kepastian hukum bagi PPPK sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yakni pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan menelusuri berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dari 
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penerapan sanksi administratif, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan lain yang 

mengatur terkait sistem kepegawaian di Indonesia. Di sisi lain, pendekatan konseptual 

digunakan untuk memahami kerangka teoritis yang mendasari perlindungan hukum, keadilan, 

dan kepastian hukum dalam pengaturan Aparatur Sipil Negara, khususnya terkait kedudukan 

PPPK dalam proses perceraian. Kemudian, pendekatan analisis digunakan untuk mengkaji 

secara mendalam kekosongan norma hukum (blanco norm of law) dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta implikasinya terhadap perlindungan 

hukum dan kepastian hukum bagi PPPK. 

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber hukum. Pertama, sumber hukum primer 

yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang menjadi objek utama telaah, seperti 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Kedua, sumber hukum sekunder 

berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum kepegawaian, 

hukum keluarga, serta teori perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. (Mahmud 

Marzuki, Peter, 2005) Ketiga, sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus bahasa 

yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan. Penggunaan 

berbagai jenis sumber hukum ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif terhadap permasalahan hukum terkait perceraian PPPK. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu 

dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum yang relevan 

dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara 

menginterpretasikan norma-norma hukum yang ada, mengkaji kekosongan pengaturan, serta 

menghubungkannya dengan praktik yang terjadi terkait perceraian PPPK. Analisis ini 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan hukum perceraian PPPK 

dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga 

diperoleh kesimpulan yang bersifat akademis dan komperhensif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Sengketa Perceraian Pasca Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

Kerangka hukum kepegawaian nasional, PPPK merupakan bagian integral dari ASN 

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara. (Pradini, J., & Sulistyono, T. 2025) Undang-undang tersebut 

mengklasifikasikan ASN ke dalam dua kategori utama, yaitu PNS dan PPPK. PNS 

dipahami sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan 

diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. Sementara itu, PPPK merupakan warga negara Indonesia yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

pemerintahan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada status kepegawaian 

yang bersifat permanen pada PNS dan bersifat kontraktual pada PPPK, yang berimplikasi 

langsung pada aspek hak dan perlindungan kepegawaiannya.  

Pengaturan mengenai PPPK kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 

yang memberikan kerangka operasional terkait pengadaan, hubungan kerja, hak dan 

kewajiban, serta evaluasi kinerja PPPK. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa PPPK 

memiliki kedudukan yang setara dengan PNS dalam menjalankan fungsi pemerintahan, 
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namun tetap terdapat perbedaan dalam aspek tertentu, khususnya terkait hak kepegawaian 

seperti jaminan pensiun. Meskipun demikian, PPPK tetap memperoleh hak atas jaminan 

sosial lainnya, termasuk jaminan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 21 UU ASN 2023 sebagai 

regulasi terbaru, memuat komponen penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, 

tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan 

hukum. Di dalamnya, jaminan sosial mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, 

kematian, pensiun, dan hari tua. Perluasan ini sangat penting karena memperkuat posisi 

PPPK yang sebelumnya kerap dipandang lebih rentan secara kesejahteraan dibanding 

PNS. 

Kehadiran kebijakan PPPK tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi birokrasi 

di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor publik. Kebijakan 

ini dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan 

profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Handini, W. P. dan Risdiarto, D. 

2020) Melalui skema PPPK, pemerintah membuka akses yang lebih luas bagi tenaga 

profesional dan tenaga non-ASN untuk berkontribusi dalam sektor publik tanpa harus 

melalui mekanisme pengangkatan sebagai PNS yang cenderung lebih kompleks dan 

terbatas. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi solusi strategis dalam mengatasi 

keterbatasan sumber daya manusia, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan 

tenaga aparatur. 

Secara normatif, pengaturan mengenai PPPK tidak hanya bertumpu pada UU ASN 

2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2018, tetapi juga didukung oleh berbagai regulasi turunan 

lainnya yang mengatur aspek teknis, seperti penggajian dan tunjangan, mekanisme 

pengadaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Keberadaan berbagai instrumen 

hukum tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya membangun sistem 

manajemen PPPK yang komprehensif. Namun demikian, kompleksitas regulasi tersebut 

belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan hukum yang berkembang dalam 

praktik, khususnya terkait aspek-aspek yang bersinggungan dengan kehidupan pribadi 

pegawai, seperti dalam hal sengketa perceraian. 

Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan PPPK sebagai bagian dari ASN 

seharusnya menjamin adanya perlindungan yang memadai dari negara. Philipus M. 

Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu: (Philipus M. 

Hadjon, 1997)  

a) Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan Hukum Preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum 

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. 

b) Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi 

di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah 

dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan 
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hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat 

dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

Kedua bentuk perlindungan ini berakar pada prinsip negara hukum dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menempatkan negara sebagai pihak yang 

berkewajiban membatasi kekuasaan serta menjamin hak-hak warga negara, termasuk 

dalam hubungan kepegawaian. Jika diukur dengan kerangka dua dimensi perlindungan 

hukum ini, kondisi PPPK dalam sengketa perceraian berada dalam keadaan defisit di kedua 

dimensinya. Secara preventif, PPPK tidak memiliki mekanisme untuk menyampaikan 

keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan administratif terkait perceraian diambil 

oleh pejabat pembina kepegawaian, karena prosedur tersebut memang belum ada. 

(Handini, W.P., & Risdiarto, D. 2020) Secara represif, PPPK tidak memiliki jalur upaya 

administratif yang jelas apabila instansi menerapkan sanksi kepegawaian yang tidak 

berdasarkan aturan yang eksplisit. Kondisi ini menempatkan PPPK dalam kerentanan 

hukum ganda: tidak terlindungi sebelum sengketa, dan tidak terfasilitasi setelah sengketa 

 Namun, dalam UU ASN 2023 jika secara lebih spesifik pada sengketa 

perceraian, tampak bahwa perlindungan hak kepegawaian PPPK masih bersifat umum dan 

belum dibangun dalam norma yang eksplisit. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen PPPK memang telah mengatur perlindungan PPPK berupa jaminan hari tua, 

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum, 

serta menegaskan bahwa setiap PPPK berhak mendapatkan cuti. Namun bantuan hukum 

dalam PP tersebut dibatasi pada perkara yang dihadapi di pengadilan “terkait pelaksanaan 

tugasnya”, sehingga secara gramatikal dan sistematis belum secara tegas mencakup 

sengketa perceraian yang berada pada ranah privat, meskipun perceraian itu dapat 

berdampak langsung terhadap status administratif dan hak kepegawaian pegawai, sehingga 

konstruksi ini berbeda dengan pengaturan bagi PNS.  

 Perceraian PNS masih secara khusus diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. 

PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil. Norma tersebut secara tegas mewajibkan PNS yang akan melakukan perceraian 

untuk memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Kuni 

Wafiqotuz menjelaskan bahwa pengaturan tersebut merupakan lex specialis yang 

menyimpangi rezim umum perkawinan demi menjaga disiplin dan moral aparatur negara. 

(Zahroh, Kuni Wafiqotuz, 2025) Karena rumusan PP tersebut secara eksplisit ditujukan 

kepada PNS, maka PPPK tidak otomatis tercakup di dalamnya. 

Pada titik inilah menjadi problematika dalam perlindungan bagi PPPK yang sedang 

menghadapi sengketa perceraian. Secara faktual, perceraian dapat memengaruhi hak-hak 

administratif dan kepegawaian, contohnya seperti pembaruan data pasangan, legitimasi 

status keluarga dalam layanan kepegawaian, pemanfaatan kartu suami/istri ASN virtual, 

hak cuti karena alasan keluarga, hingga implikasi pada tata tertib dan penilaian perilaku 

kerja. Bahkan regulasi BKN tahun 2024 telah mengenal KARIS/KARSU ASN Virtual 

yang berlaku bagi istri/suami PNS maupun PPPK, yang menunjukkan bahwa status 

perkawinan PPPK telah masuk ke dalam administrasi kepegawaian formal. Namun ketika 

perkawinan itu berakhir melalui perceraian, hukum positif nasional belum menyediakan 

prosedur khusus yang seragam mengenai apakah PPPK wajib memperoleh izin, hanya 

melapor, atau tidak terikat prosedur administratif tertentu sebelum beracara di pengadilan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marliani Dewi dan Rai Setiabudhi 

menunjukkan bahwa sejak era UU ASN 2014 sesungguhnya telah mengingatkan bahwa 

relasi hukum PPPK dibangun di atas perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga risiko 

kerentanan normatif jauh lebih tinggi dibanding PNS. (Dewi, N. L. P. M., & Setiabudhi, 
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I. K. R., 2020) Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan PPPK dalam 

sengketa perceraian tidak cukup hanya disandarkan pada pengakuan status sebagai ASN, 

tetapi yang kebutuhan akan norma operasional yang melindungi hak kepegawaiannya 

ketika persoalan privat beririsan dengan administrasi negara. 

 

2) Implikasi Yuridis dari Kekosongan Norma terhadap Kepastian Hukum dan 

Perlindungan Hak PPPK dalam Sengketa Perceraian 

Kekosongan norma dalam hukum administrasi negara pada dasarnya bukan sekadar 

masalah teknis legislasi, melainkan masalah yuridis yang berpengaruh langsung terhadap 

kepastian hukum, kesamaan perlakuan, dan perlindungan subjek hukum. Kondisi ini 

berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), bahkan dapat 

berkembang menjadi kebingungan hukum (rechtsverwarring) dalam praktik. Ketika suatu 

aspek hukum tidak diatur secara eksplisit, maka muncul ambiguitas mengenai apakah 

suatu tindakan diperbolehkan atau tidak. Dalam konteks perceraian PPPK, ketiadaan 

pengaturan tidak serta-merta berarti larangan, namun juga tidak memberikan legitimasi 

yang jelas. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan norma yang pada akhirnya menimbulkan 

kebingungan, baik bagi PPPK sebagai subjek hukum maupun bagi masyarakat secara 

umum dalam menentukan dasar hukum yang harus digunakan. 

Lebih lanjut, absennya pengaturan yang tegas dalam undang-undang maupun 

peraturan turunannya membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan aparat 

penegak hukum dan pejabat administrasi. Interpretasi yang berkembang dapat beragam, 

terutama terkait apakah PPPK harus tunduk pada ketentuan perceraian yang berlaku bagi 

PNS atau memiliki mekanisme tersendiri. Ketidaksamaan interpretasi ini berimplikasi 

langsung pada tidak seragamnya penerapan hukum di berbagai instansi, yang pada 

akhirnya mengganggu prinsip kepastian hukum. 

Dalam perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans 

Kelsen, hukum seharusnya disusun secara sistematis, logis, dan memiliki kejelasan norma 

agar dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat. Ketika suatu norma hukum 

tidak dirumuskan secara tegas, maka akan membuka ruang interpretasi yang luas dan 

berpotensi disalahgunakan oleh pemegang kewenangan. Dalam konteks ini, PPPK berada 

dalam posisi yang rentan karena tidak adanya pengaturan khusus mengenai perceraian 

sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit bagi PNS. Selain itu, ketiadaan norma yang 

jelas juga menyulitkan proses pengawasan dan membuka peluang terjadinya praktik 

diskriminatif dalam pengambilan keputusan administratif.  

Ketidakpastian itu muncul karena pejabat pembina kepegawaian tidak memiliki 

dasar yang seragam untuk menentukan apakah PPPK yang hendak bercerai wajib meminta 

izin, cukup melapor, atau dapat menempuh perceraian semata-mata menurut hukum 

perkawinan umum. Dalam situasi semacam ini, satu instansi dapat memperlakukan PPPK 

seperti PNS, sementara instansi lain menganggap PPPK tidak tunduk pada mekanisme izin 

sama sekali. Penegakan disiplin PPPK berdasarkan UU ASN 2023 menunjukkan bahwa 

pelaksanaan disiplin PPPK masih banyak bergantung pada penggunaan mutatis mutandis 

aturan yang sesungguhnya dibentuk untuk PNS; keadaan demikian dipandang 

menimbulkan kekosongan hukum yang berbahaya dalam praktik hukum yang berlaku. 

Logika yang sama berlaku dalam sengketa perceraian PPPK.  

Selanjutnya, implikasi yang timbul dari adanya kekosongan hukum dalam sengketa 

perceraian bagi PPPK adalah terbukanya ruang diskresi yang berlebihan dan tidak 

seragam. Dalam negara hukum, diskresi administratif memang dimungkinkan, tetapi 

penggunaannya harus dibatasi oleh norma dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Ketika tidak ada aturan tegas tentang perceraian PPPK, pejabat berpotensi melakukan 

analogi dari rezim PNS tanpa dasar delegasi yang jelas, atau sebaliknya membiarkan 
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persoalan begitu saja tanpa mekanisme administratif apa pun. Kedua pilihan tersebut 

sama-sama memiliki problematika, analogi yang terlalu jauh dapat melanggar asas 

legalitas, sedangkan pembiaran dapat mengabaikan kebutuhan organisasi terhadap 

ketertiban administrasi kepegawaian. Penelitian yang dilakukan oleh xxx menjelaskan 

bahwa perceraian PNS sendiri menegaskan bahwa kekhususan prosedur perceraian 

merupakan lex specialis. (Zahroh, Kuni Wafiqotuz, 2025) Oleh karena itu, memperluasnya 

kepada PPPK tanpa norma eksplisit berpotensi menimbulkan keberatan yuridis. 

Kemudian implikasi yang timbul bagi PPPK dalam sengketa perceraian adalah 

melemahnya perlindungan hak PPPK sebagai subjek hukum administrasi. Di satu sisi, 

PPPK dapat dirugikan bila instansi menerapkan kewajiban izin perceraian yang tidak jelas 

landasannya, lalu menjatuhkan konsekuensi disiplin atau administratif ketika prosedur 

internal itu tidak dipenuhi. Di sisi lain, PPPK juga dapat dirugikan bila tidak tersedia 

mekanisme administratif yang jelas untuk melindungi hak-haknya, misalnya hak 

pembaruan data keluarga, kepastian terhadap status tanggungan, akses terhadap layanan 

kepegawaian, atau penanganan dampak perceraian terhadap penilaian perilaku kerja dan 

relasi kedinasan. Handini dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks 

pemutusan hubungan kerja, upaya administratif bagi PPPK belum sepenuhnya diatur oleh 

peraturan pelaksana. (Handini, W. P. dan Risdiarto, D., 2020) 

Kemudian, dalam aspek kesetaraan, PPPK dan PNS sama-sama merupakan ASN, 

namun memiliki perbedaan ketika menghadapi sengketa perceraian. PNS memiliki 

kerangka hukum yang jelas, sedangkan PPPK tidak. Perbedaan ini tidak otomatis salah, 

sebab karakter hubungan kerja keduanya memang berlainan. Namun, secara yuridis 

permasalahan muncul ketika perbedaan itu bukan hasil pilihan kebijakan yang dirumuskan 

secara tegas, melainkan hasil kekosongan norma. Dengan kata lain, PPPK berada dalam 

posisi berbeda bukan karena undang-undang secara sadar membentuk rezim khusus, 

melainkan karena legislator belum mengaturnya. Situasi demikian lebih tepat dipahami 

sebagai unequal protection before the law daripada diferensiasi yang terlegitimasi. 

Implikasi terakhir adalah urgensi ius constituendum, dimana menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Ronny dan Intan berkaitan dengan PPPK sejak sejak era Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun pasca berlakunya UU 

ASN 2023, konsisten menyatakan bahwa materi muatan mengenai PPPK yang terlalu 

umum akan menimbulkan multitafsir, kekaburan norma, dan kekosongan hukum, sehingga 

peraturan pelaksana harus segera dibentuk. (Imam, R. C., & Lovisonnya, I., 2025) Karena 

itu, jawaban yuridis atas kekosongan norma perceraian PPPK tidak cukup diserahkan pada 

kebijakan internal instansi atau kreativitas pemerintah daerah.  

Maka dari itu, diperlukan pengaturan nasional yang setidaknya memuat:  

a) Status hukum perceraian PPPK dalam administrasi kepegawaian;  

b) Kewajiban izin atau kewajiban pelaporan;  

c) Pejabat yang berwenang; 

d) Akibat administratif terhadap data keluarga dan layanan kepegawaian;  

e) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang;  

f) Mekanisme keberatan atau upaya administratif bagi PPPK.  

Oleh karena itu, pembentukan peraturan pelaksana nasional merupakan kebutuhan 

yang mendesak agar perlindungan hak kepegawaian PPPK dalam sengketa perceraian 

benar-benar selaras dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan 

hukum. 

 

KESIMPULAN 

PPPK dan ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum 

sepenuhnya diikuti dengan pengaturan normatif yang komprehensif, khususnya dalam konteks 
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perlindungan hak kepegawaian dalam sengketa perceraian. Meskipun secara yuridis PPPK 

memiliki kedudukan yang setara dengan PNS dalam menjalankan fungsi pemerintahan, 

karakter hubungan kerja PPPK yang bersifat kontraktual menimbulkan konsekuensi perbedaan 

dalam aspek perlindungan hukum dan jaminan kepegawaian. Pengaturan mengenai perceraian 

ASN masih didominasi oleh norma yang secara spesifik ditujukan kepada PNS, terutama 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sementara itu, PPPK belum memiliki 

dasar hukum yang secara eksplisit mengatur prosedur, kewajiban administratif, maupun 

implikasi kepegawaian yang timbul akibat perceraian. Kondisi ini mencerminkan adanya 

kekosongan norma (legal vacuum) yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid) serta membuka ruang terjadinya multitafsir dalam praktik administrasi 

kepegawaian. Kekosongan norma tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek teknis 

administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan prinsip-prinsip fundamental negara 

hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Ketiadaan pengaturan 

yang jelas juga mengakibatkan PPPK tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk 

memperoleh kepastian hukum maupun perlindungan terhadap potensi tindakan administratif 

yang sewenang-wenang. Selain itu, perbedaan pengaturan antara PNS dan PPPK dalam hal 

perceraian tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan kebijakan hukum yang eksplisit, 

melainkan lebih disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang memadai. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketimpangan perlindungan hukum yang terjadi bukan merupakan 

diferensiasi yang terlegitimasi, melainkan konsekuensi dari kekosongan norma. Oleh karena 

itu, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan perlindungan hukum (unequal 

protection before the law) bagi PPPK dalam sistem kepegawaian nasional. Dengan demikian, 

diperlukan upaya pembentukan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme 

perceraian PPPK dalam perspektif administrasi kepegawaian. Pengaturan tersebut setidaknya 

harus mencakup aspek status hukum perceraian, kewajiban administratif, kewenangan pejabat, 

akibat hukum terhadap hak kepegawaian, serta mekanisme perlindungan dan upaya hukum 

bagi PPPK. Kehadiran regulasi yang komprehensif ini menjadi penting untuk memastikan 

bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada pengakuan formal terhadap PPPK, tetapi 

juga mampu menjamin perlindungan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian 

hukum sesuai dengan prinsip negara hukum. 
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